TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK SERTA PENERAPAN DIVERSII   (Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) by IDRUS, IRFANDHY
 
 
SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN 
OLEH ANAK SERTA PENERAPAN DIVERSII  
(Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 
 
 
 
 
 
 
 
IRFANDHY IDRUS 
B111 12 271 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
 
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak serta 
Penerapan Diversi  
Studi Kasus : Pencurian Motor oleh Anak dibawah Umur  di Kota 
Makassar Tahun 2015 
(Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mksr) 
 
 
SKRIPSI 
 
 
Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum 
 
 
 
OLEH: 
 
IRFANDHY IDRUS 
B 111 12 271 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2016 
  
ii 
 
  
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa 
Nama : IRFANDHY IDRUS 
Nomor Induk :   B 111 12 271 
Bagian :   HUKUM PIDANA 
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
PENCURIAN OLEH ANAK SERTA PENERAPAN 
DIVERSI (Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks)  
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
 
  
 
Pembimbing I 
 
 
 
        Makassar,  April  2016 
 
 
 
Pembimbing II 
 
 
 
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. 
NIP . 19620105 198601 1 001 
Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. 
NIP. 19800710 200604 1 001 
 
 
 
 
  
iv 
 
  
v 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang 
dicurahkan kepada kita sekaliah sehingga penulis dapat merampungkan 
penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian serta Penerapan Diversi” yang merupakan tugas akhir dan 
salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas 
Hasanuddin. Salam dan Salawat senantiasa dipanjatkan kehadirat Nabi 
Muhammad SAW, sebagai Rahmatalillalamin. 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang tak terhingga kepada : 
1. Ayahanda, Dr. Ir. H. Muhammad Idrus Ompo Sp. PSDA yang selalu 
menjadi panutan Penulis serta kerja kerasnya yang selalu 
mendukung Penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang baik 
dan berguna bagi Bangsa dan Ibunda Hj. Ratna Idrus Ompo atas 
dukungan dan pengorbanannya baik moral dan moril serta 
mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada 
Penulis sepanjang hidupnya serta tak pernah lelah dalam 
membimbing penulis, walaupun sampai saat ini penulis belum bisa 
membalasnya.  
2. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya. 
vi 
 
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, serta Pembantu Dekan I Bapak 
Prof. Dr. Ahmadi Miru., S.H., M.H, Pembantu Dekan II Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Pembantu Dekan III Bapak 
Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, SH., M.H selaku pembimbing I dan 
Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II atas segala 
bimbingan, arahan, perhatiannya dan dengan penuh kesabaran 
ketulusan yang diberikan kepada penulis. 
5. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H selaku penguji I, Bapak Prof.  
Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku penguji II, dan 
Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku penguji III. 
6. Kepala Polisi Sektor Tamalanrea beserta jajarannya yang telah 
memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya selama 
penulis melakukan penelitian. 
7. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah 
memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya selama 
penulis melakukan penelitian. 
8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya yang telah 
memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya selama 
penulis melakukan penelitian. 
9. Para dosen serta segenap staf akademik Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan berupa 
arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Seluruh Staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama 
vii 
 
melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara 
kepustakaan. 
11. Tersayang buat saudara-saudaraku, kakak ku Irnawaty Idrus, ST., 
MT dan Iqbal Wahab ST, Kakak ku AKP Irwandhy Idrus, Amd.Ik., 
S.Ik dan Nirmala Nadjib SE, serta Kakak ku Iradeswaty Idrus yang 
selalu menjadi panutan bagi Penulis untuk terus belajar dengan giat 
dan selalu memberi dukungan terhadap Penulis dalam penulisan 
Skripsi. 
12.  Sahabat-Sahabatku Tercinta Aditya Nugraha, Fathi Yusuf, Ahmad 
Syaukani, Suardiman, Rifaldi dan Sadly Bakri yang selalu bersama 
dengan penulis baik suka maupun duka, serta selalu memberikan 
dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi. 
13. Sahabat-Sahabatku TEAM HALTE 2012 yang dari Maba Hingga 
jadi Mahasiswa tingkat akhir selalu bersama dengan penulis dalam 
suka maupun duka. Selalu memberi support yang baik untuk 
penulis dalam dunia perkuliahan hingga penyusunan Skripsi. 
14. Sahabat-Sahabatku tercinta Koalisi Merah Jambu Andika Dwiyadi, 
Edo Satria Mandala, Wiradewa Hadyaka dan Alif Manaungi yang 
selalu bersama dengan penulis dalam suka maupun duka serta 
adinda Vikar, Kumala, Dija, Opi dan putri yang selalu bersama 
dengan penulis di dunia perkuliahan serta kakanda tercinta Arfanhi 
Ichsan, SH dan Kakanda Agung Ashari SH yang selalu 
memberikan dukungan dan arahannya kepada penulis dalam 
meyelesaikan Skripsi. 
15. Rekan-Rekan PETITUM angkatan 2012 Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
 Dengan kerendahan hati , penulis menyadari bahwa masih terdapat 
banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan dalam skripsi 
viii 
 
ini, oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran guna perbaikan 
skrisi ini. Demikianlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi pembaca pada umumnya serta 
bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.Penulis akhiri dengan 
mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Aamiin Ya 
Robbal Alaamin.Wassalamu Alaikum Wr Wb. 
 
Irfandhy Idrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ix 
 
ABSTRAK 
 
IRFANDHY IDRUS, NIM : B111 12 271, Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian oleh anak serta penerapan Diversi. Studi 
kasus Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks) di bawah 
bimbingan Andi Sofyan, selaku pembimbing I dan Amir Ilyas, selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk 
mengetahui bagaimana pertimbangan para penegak hukum pada 
perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara 
Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk 
mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara 
Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. 
Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal di atas adalah 
penelitian kepustakaan dan penulis mengambil data yang diperoleh dari 
pihak Kepolisisan berupa berita acara pemeriksaan dan wawancara 
terhadap salah satu Penyidik Kepolisian yang bertempat di Polsekta 
Tamalanrea, mengambil data di Kejaksaan berupa Rencana Dakwaan 
dan wawancara terhadap salah satu Jaksa yang bertempat di Kejaksaan 
Negeri Makassar, dan terakhir mengumpulkan data Penetapan Hakim 
dan wawancara oleh salah satu Hakim yang bertempat di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan para 
penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada  Penetapan 
hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai 
dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan 
pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat 
tentang pelaksaan Diversi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan  
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam 
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang tegas dinyatakan 
bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, 
tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.  
Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan 
dan pembinaan, sehingga bisa tumbuhdan berkembang sebagai Anak 
mormal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah 
yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih 
dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi 
sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar Hukum. Walaupun 
demikian, Anak yang melanggar Hukum tidaklah layak untuk dihukum 
apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. 
Sahabat Nabi Umar ra pernah berucap : barang siapa ingin 
menggenggam nasib suatu bangsa, maka gengggamlah para pemudanya. 
Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam 
menentukan masa depan Bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh 
karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum 
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janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau labelling dan kurangnya 
atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga 
membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi 
bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model 
penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. 
Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk 
itu model penanganan yang berlaku melalui UU No. 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, 
dengan model retributive justice, yaitu penghukuman sebagai pilihan 
utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Model ini tidak 
sesuai, setidaknya dikarenakan tiga alasan : pertama, alasan karakteristik 
Anak. Kedua, alasan masa depan Anak. Anak yang dipidana terlabel dan 
terstigmatisasi pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan 
sosial Anak kedepannya. Ketiga, memulihkan hubungan antara Anak yang 
berhadapan dengan Hukum, korban dan masyaarakat 
UU yang akan datang harus mengedepankan model Restorativ 
Justice, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai 
jalan akhir sehingga perlu didahulukan cara lain diluar pengadilan. Salah 
satunya adalah Diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 
proses peradilan pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Diversi ini jadi 
jalan keluar yang tepat agar Anak tidak dibawa kepengadilan. Untuk itu 
Diversi haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan Anak yang 
berkonflik dengan Hukum. 
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Kita bersyukur bahwa akhirnya RUU Sistem Peradilan Pidana Anak 
disepakati bersama dalam Paripurna DPR RI 3 Juli 2012, dan akhirnya 
diundangkan melalui UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pada tanggal 30 juli 2012. Dengan diundangkannya UU ini, 
menjadi pintu pembuka penanganan Anak berkonflik dengan Hukum 
secara lebih baik, dan harus segera mempersiapkan sarana dan 
prasarana nya agar Undang-undang ini dapat di implementasikan dengan 
baik. 
Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai 
kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi 
dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah 
yang bertujuan melindungi Anak. 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang 
berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak 
dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi 
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan 
berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.   
Substansi mendasar yang diatur dalam UU No.11 tahun 2012 adalah 
pengaturan tegas mengenai keadilan Kestoratif dan Diversi yang 
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses 
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peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan social secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran 
serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu 
harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif, baik bagi Anak 
maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua pihak 
yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi 
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menentramkan hati, yang tidak berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri 
dan sifat khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara 
Anak yang berhadapan dengan Hukum, wajib disidangkan di Pengadilan 
Pidana Anak yang merupakan bagian dari ruang lingkup Peradilan umum.   
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah pertimbangan Penegak Hukum dalam mengambil langkah 
Diversi dalam peradilan anak pada Perkara Nomor 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks ? 
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2. Bagaimanakah Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Diversi dalam 
Peradilan Anak pada Perkara Nomor 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan Penegak Hukum dalam 
mengambil langkah Diversi dalam Peradilan Anak pada Perkara 
Nomor 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks 
2. Untuk mengetahui Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Diversi 
dalam Peradilan Anak pada Perkara Nomor 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapakan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam 
menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak 
dibawah umur 
2. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Pidana 
khususnya terkait kejahatan/pelanggaran yang dilakukan Anak 
dibawah umur 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Anak 
Secara umum dikatakan Anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan 
tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun 
tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak  adalah 
seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum 
mengalami masa pubertas.1 
Dalam hukum positif Indonesia, Anak diartikan sebagai orang yang 
belum dewasa (minderjarig/person under age) atau disebut juga orang 
yang dalam pengawasaan wali. Pengertian itu sendiri jika kita tinjau lebih 
lanjut dari segi usia, kronologis menurut hukum dapat berbeda beda 
tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa. Hal ini juga akan 
mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. 
Perbedaan pengertian anak disebut dapat kita lihat dalam tiap aturan 
perundang undangan yang ada saat ini. Misalnya pengertian anak 
menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
pernah kawin.2 
                                                          
1 http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520 
2 Abdulsalam, R. 2007. Sistem peradilan pidana. Jakarta : restu agung . Hal 5 
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Yang dimaksud Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang 
menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum 
dewasa.3 
Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menjabarkan Pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia 
dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian Anak yang 
terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 
tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang berusia 18 
tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Anak yang berkonflik dengan 
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 
Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
B. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012) 
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Sedangkan dalam Konvensi Hak – hak Anak, anak adalah 
                                                          
3 Shanty Delyana. 1988. Wanita dan anak di mata hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal 50 
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setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali 
berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia 
dewasa dicapai lebih awal. Sementara itu dalam UU No. 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi 
kepentingannya.4 
Perlindungan Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap Hak 
– hak Anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi 
yang lemah (kurang) dan di dalam Hukum dipandang sebagai subyek 
hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana 
layaknya seorang subyek Hukum yang normal. Pengertian anak dalam 
lapangan Hukum Pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 
proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan 
pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab 
yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan 
masa depan yang lebih baik 5. 
Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang 
untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas 
usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud 
kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih 
                                                          
4 https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-
indonesia/ tanggal 15 November 2015 pukul 20.00 
5 Sudarsono. 1991. Kenakalan Remaja. Jakarta : Rineka Cipta 
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status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek Hukum yang 
dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan 
dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukannya. Secara umum dalam 
peraturan perundang – undangan di Indonesia, batas maksimal manusia 
dikelompokkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sesuai 
Undang – Undang Pengadilan Anak batas usia anak dapat diperlakukan 
atas suatu pelanggaran hukum adalah 8 (delapan) sampai 18 (delapan 
belas) tahun.6 
Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan 
perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan 
melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum 
dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa setelah 
melampaui batas usia 18 tahun maka anak yang melakukan tindak pidana 
ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut 
sesuai dengan Undang – Undang Perlidungan Anak, Hak Asasi Manusia 
dan Beijing Rules berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun 
hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang 
tuanya, ditempatkan pada organisasi social atau diserahkan kepada 
Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 
12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan 
pidana.  
 
                                                          
6 Soetodjo,Wagiati. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama, (2006) 
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Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pendidikan sosial anak. 
Dasar pertimbangan ini dalam pertimbangan Pemidanaan Anak di bawah 
umur tidaklah relevan kalau menggunakan tiga teori klasik yaitu 7 : 
1. Teori absolute atau pembalasan yaitu dalam teori pembalasan 
diharapkan dapat menjarakan pelaku tindak pidana 
2. Teori relative atau tujuan yaitu tidak seluruhnya dapat 
dikesampingkan dalam pemindanaan anak di bawah umur sebab 
teori ini tidak saja masih mempertimbangkan kepentingan pelaku, 
korban, masyarakat tetapi juga kepentingan masa depan pelaku, 
termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi 
insaf dan sadar, tidak mau mengulangi lagi perbuatannya dan 
dapat menjadi manusia yang baik. 
3. Teori gabungan atau konvergensi yaitu teori yang mengambil dari 
teori pembalasan dan teori relative di atas, jelas tidak relevan lagi 
dengan teori pemindanaan pada saat sekarang, karena dalam teori 
yang masih berlaku toeri pembalasan yang hanya memandang 
kejadian masa lampau tanpa memandang kepentingan masa 
depan pelaku tindak pidana yang acapkali menimbulkan 
penderitaan tanpa batas. 
 
Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi Anak yang 
bermasalah dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya. 
Selain itu, berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia 
termasuk di dalamnya Hak–hak anak, telah ditetapkan Undang – Undang 
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal – pasal khusus 
yang mengatur tentang Hak–hak Anak adalah pasal 52 – 66 dan yang 
berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak yang 
berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir – butir Pasal 
66  yang dengan jelas menyebutkan sebagai berikut :  
                                                          
7 Ibid 
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1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran 
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang 
tidak manusiawi. 
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 
dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-
anak. 
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya 
secara melawan hukum. 
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya 
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat 
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan 
kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya 
dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi 
kepentingannya. 
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 
7.  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 
anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang 
tertutup untuk umum. 
 
Mengenai perlindungan anak, Pasal 64 Undang – Undang 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa  : 
1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 
 
2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui: 
 
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak. 
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. 
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. d. Penjatuhan 
sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. 
d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. 
e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan 
orang tua atau keluarga. 
12 
 
f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari labelisasi. 
 
3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui: 
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. 
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
massa dan untuk menghindari labelisasi. 
c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, 
baik fisik, mental maupun sosial. 
d. Pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 
perkembangan perkara. 
 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang melakukan 
suatu tindak pidana disebut anak nakal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Selanjunya disingkat 
dengan Undang – Undang SPPA) dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 
menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak  yang menyebutkan 
bahwa: 
Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak : 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 
Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
 
Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 
menjadi saksi tindak pidana. 
13 
 
 
Kenakalan anak yang menunjuk pada perbuatan anak nakal adalah 
istilah yang diambil dari istilah asing Juvenile Deliquency 8 yang berasal 
dari kata juvenile yang merupakan sinonim dari kata young person (orang 
yang muda), youngster (masa muda), youth (kaum muda), child (anak – 
anak), atau adolescent (remaja); dan Deliquency yang menunjuk pada 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan 
atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu 
kejahatan.  
Terdapat dua bentuk Deliquency yaitu Criminal Deliquency Offence 
atau Juvenile crime dan status Deliquency offence. Tindakan atau 
perbuatan yang tergolong Criminal Deliquency offence seperti 
pembunuhan, perampokan, sergapan, dan pencurian. Sedangkan 
tindakan atau perbuatan status Deliquency offence antara lain 
pembolosan; meninggalkan rumah; terbiasa menentang perintah yang sah 
menurut hukum dan yang layak dari suatu orang tua, wali, atau 
penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang 
tak terkendalikan, dan pelanggaran hukum minum minuman keras . 
Deliquency juga berarti doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang 
kemudian diperluas artinya sebagai jahat, a social, criminal, pelanggar 
aturan, pembuat rebut, pengacau dan lain – lain . Dengan demikian 
secara etimologis Juvenile Deliquency adalah kejahatan anak, dan dilihat 
                                                          
8 http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja tanggal 14 november 2015 pukul 19.30 
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dari pelakunya maka Juvenile Deliquency memiliki arti penjahat anak atau 
anak jahat 9.  
Menurut Setya Wahyudi , Juvenile Deliquency adalah suatu 
tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun 
norma social yang dilakukan oleh anak – anak usia muda. Penggunaan 
istilah kenakalan anak untuk menunjuk pada perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh anak dilakukan agar tidak menimbulkan kesan yang 
terlampau ekstrim dibandingkan dengan menggunakan istilah kejahatan 
anak. Kenakalan anak timbul sebagai akibat proses alami setiap manusia 
yang harus mengalami kegoncangan jiwa semasa menjelang 
kedewasaannya. Penggunaan istilah kejahatan anak untuk Juvenile 
Deliquency juga dapat menimbulkan dampak negative secara psikologis 
terhadap anak yang menjadi pelakunya.10 
Seseorang dihadapkan ke depan sidang pengadilan pidana, 
tujuannya adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang 
dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan dan pengenaan sanksi 
hukum pidana yang tepat kepada orang tersebut. Seseorang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia mempunyai 
kesalahan sehingga perbuatannya patut dicelakakan kepada orang 
tersebut. Seseorang dikatakan bersalah apabila  : 
                                                          
9 https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-
indonesia/ tanggal 15 november 2015 pukul 20.00 
10 Wahyudi,Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta 
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1) Orang tersebut mempunyai kemampuan 
bertanggungjawab karena keadaan jiwanya normal; 
2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya 
berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 
3) Tidak terdapat alasan pemaaf atau tidak ada alasan 
penghapus kesalahan; 
Pembicaraan tentang pertanggujawaban anak, tidaklah 
melepaskan pembicaraan sanksi – sanksi yang mengandung penekanan 
aspek kesejahteraan anak. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan pada 
anak memperhatikan tujuan pemidanaan di mana unsur paedologi 
menjadi unsur utama .secara garis besar jenis sanksi hukum pidana 
adalah pidana (punishment) dan tindakan (treatment).11 
Ketentuan sanksi (pidana dan tindakan) bagi anak tertuang dalam 
The Beijing Rules dan The Tokyo Rules tentang United Standard Minimum 
Rules for Non-custodial Measures. Ketentuan sanksi terhadap anak dalam 
The Beijing Rules, terdapat dalam Rules 18 tentang “Berbagai tindakan 
penempatan anak (various disposition neasures)” yaitu12  : 
1. Perintah pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan; 
2.  Probation; 
3.  Perintah pelayanan masyarakat; 
4. Sanksi denda, kompensasi, dan restitusi; 
5. Perintah untuk pembinaan langsung atau tindakan pembinaan 
lainnya; 
6. Perintahuntuk berperan serta dalam kelompok konseling atau 
tindakan serupa; 
                                                          
11 Ibid 
12 https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-
undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ tanggal 15 november 
2015 pukul 21.00 
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7. Perintah pembimbingan masyarakat, hidup di tengah masyarakat, 
atau tindakan pendidikan lain; 
8. Perintah lain yang relevan. 
 
Sedangkan sanksi terhadap anak berdasarkan The Tokyo Rules, diatur 
dalam Rules 8 tentang sentencing disposition. Rule 8.1 mengatur bahwa 
pejabat pengadilan berwenang di dalam menetapkan sanksi non-custodial 
yang beragam dengan mempertimbangkan : (a) kebutuhan anak; (b) 
perilaku perlindngan masyarakat dan kepentingan korban. Sementara itu 
Rules 8.2 mengatur tentang pejabat pembinaan dapat saja menerapkan 
berbagai jenis sanksi yang berupa 13 : 
1. Sanksi verbal dalam bentuk nasihat yang baik, teguran keras, dan 
peringatan keras; 
2. Pembebasan bersyarat; 
3. Pidana yang berhubungan dengan status; 
4. Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda dan 
denda harian; 
5. Perampasan dan perintah pengambilalihan; 
6. Pembayaran ganti rugi korban atau kompensasi lain; 
7. Pidana bersayarat; 
8. Pengawasan; 
9. Perintah kerja social; 
10. Pengiriman pada pusat kehadiran; 
11. Penahanan rumah; atau 
12. Kombinasi dari tindakan – tindakan di atas. 
 
Memenuhi cita – cita Undang – Undang Perlindungan Anak yang 
menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak 
tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk 
melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak 
pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang 
                                                          
13 Ibid 
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pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan 
permasalahan – permasalahan yang muncul dalam masyarakat 14.  
 
C. Pengertian Diversi 
Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan 
atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan 
pidana . Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk 
menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam 
tahapan – tahapan system peradilan anak, penegak hukum system 
peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak 
Lembaga Pemasyarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan 
proses peradilan kepada bentuk – bentuk kegiatan, seperti penyerahan 
pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan 
denda/restitusi; pembinaan oleh departemen social atau lembaga social 
masyarakat maupun konseling.15  
Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah 16 : 
1. Untuk menghindari anak dari penahanan; 
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; 
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak; 
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; 
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban 
dan anak tanpa harus melalui proses formal 
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; 
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses 
peradilan. 
                                                          
14 Soetodjo,Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama, 
15 Nasir djamil. 2013. Anak bukan untuk dihukum. Jakarta. Sinar grafika 
16 Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice. Bandung : Refika Aditama, 
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Diversi dapat dimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara 
garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu 17: 
1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi 
untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si 
pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini 
telah sering dilakukan. 
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di 
mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member 
peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana 
intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak 
untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa 
yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal 
harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu 
dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi 
informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung 
jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan 
kalau mungkin Orang tua dimintai pertanggungjawaban atas 
kejadian tersebut. 
3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat 
dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa 
korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah 
dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya 
langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam 
keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya 
yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi 
yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan 
itu.  
 
Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk 
menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan 
pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek 
negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara 
konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program – 
program Diversi 18. 
                                                          
17 Wahyudi,Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta 
18 Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. 1997. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar 
Maju 
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Implementasi dari ide Diversi tersebut dalam penanganan masalah 
anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan menerapkan 
Peradilan Restoratif (Restorative Justice) dalam peradilan pidana anak. 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala 
unsur Sistem Peradilan Pidana yang terkait di dalam penanganan kasus – 
kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak 
nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan 
menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. 
Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan 
menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan 
anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan 
dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam 
institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang 
menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk : (i) 
resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan 
kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.19 
Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan Sistem Peradilan Pidana 
anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan 
rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan 
bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, aktivitas pemeriksaan dan 
pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala 
aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus 
                                                          
19 Wahyudi,Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana 
Anak di Indonesia. Yogyakarta : Genta 
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didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan 
kepentingan anak . Berdasarkan tujuan system peradilan pidana anak 
tersebut maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan 
menerapkan Restorative Justice. 
Restorative Justice dilaksanakan untuk mencapai keadilan 
restoratif. Restorative Justice memiliki prinsip yang berbeda dengan model 
peradilan konvensional. Restorative Justice mempunyai prinsip – prinsip 
sebagai berikut 20 : 
a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki 
kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang 
ditimbulkan oleh kesalahan pelaku; 
b. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga, sekolah, dan 
teman sebaya; 
c. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam 
menyelesaikan masalah; 
d. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara 
kesalahan dengan reaksi social yang formal . 
 
Pelaksanaan Restorative Justice dapat dilakukan melalui kegiatan 
– kegiatan seperti : restitusi; mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; 
musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat 
pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; pelayanan korban; restorasi 
masyarakat; atau denda restroatif.. Restorative Justice merupakan cara 
penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dengan memberikan hak kepada 
korban untuk ikut serta secara aktif dalam proses peradilan. Indikator 
pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dalam penerapan Restorative 
Justice dapat dilihat dari apakah korban telahdirestorasi, kepuasan 
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korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah 
kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan 
keseluruhan proses yang terjadi. Program diversi dapat menjadi bentuk 
Restorative Justice jika 21: 
1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; 
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan 
yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; 
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam 
proses; 
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan 
hubungan dengan keluarga; 
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan 
dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana . 
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif 
atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada 
seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan 
diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas 
melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari 
penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, 
untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. 
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13.00 
22 
 
Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap 
anak yang berkonflik dengan hukum 22. 
Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat 
keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran 
penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari 
pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan Hukum tanpa melakukan 
tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan 
kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui 
hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. 
Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan Diversi 
dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke Peradilan Pidana 
dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani 
rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di 
negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan 
menjalani Peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah 
anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah 
anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan 
Diversi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, 
sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya 
sangat rendah  
Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu 
kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik 
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kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya 
masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak 
yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat 
penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut 
dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 
memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga 
jenis pelaksanaan program diversi yaitu 23 : 
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu 
aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung 
jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan 
ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku 
menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan 
adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat. 
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service 
orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, 
mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada 
pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga 
pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, 
memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada 
korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara 
korban pelaku dan masyarakat. 
 
Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk 
bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif 
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan 
sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum 
didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion 
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atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi 
bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha 
memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu 
terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat 
dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum 
terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. 
Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur 
ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat 
melekukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi 
pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah 
sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide 
Diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan 
prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. 
Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas 
penjara dapat membuat kebijakan Diversi terhadap anak sehingga anak 
dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna 
bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk 
mengeluarkan dari system peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu 
sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani 
polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan 
dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak 
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tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan 
dilakukan proses lanjutan 24. 
Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman 
kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan 
yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang – Undang 
Peradilan Anak, Undang – Undang tentang HAM, Undang – Undang 
Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. 
Penempatan terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan 
tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan 
fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses 
dengan keluarga, perlindungan hak propesi anak, pelindungan dari 
penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang 
singkat dan cepat.25 
Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara 
selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang 
dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau 
kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan 
dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum 
anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi 
dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan . 
Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti 
pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau 
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kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang 
tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat 
kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan 
untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan 
diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan 
penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. 
Keadaan – keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku 
kejahatan berbeda – beda. Oleh karena itu, faktor – faktor yang dapat 
menjadi pertimbangan implementasi diversi perlu dicermati. Beberapa 
factor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversi, dapat 
dikemukakan sebagai berikut 26 : 
1. Tingkat keseriusan perbuatan : ringan, sedang atau berat. Latar 
belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan. 
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. 
3. Derajat keterlibatan anak dalam kasus. 
4. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan 
menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan. 
5. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut. 
6. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta 
maaf pada korban. 
7. Dampak perbuatan terhadap korban. 
8. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. 
9. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima 
oleh pelaku anak. 
10. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus 
dilakukan. 
 
Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan 
upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam 
kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang 
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anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun 
demikian dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi 
tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Terdapat faktor – faktor 
penghambat terhadap upaya implementasi ide diversi dalam sistem 
peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Faktor – faktor tersebut yaitu 27 : 
1. Hambatan Internal 
Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal 
sebagai alternatif penanganan Anak berhadapan dengan Hukum dari 
Peradilan Pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih 
banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu 28 : 
a) Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding 
dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas); 
b) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak 
berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat 
penegak hukum 
c) Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat 
penegak hukum dan pekerja sosial anak); 
d) Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam 
penukaran data dan informasi antara aparat penegak 
hukum; 
e) Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, 
Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat 
karena kendala ego sektoral; 
f) Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak 
hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan 
hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak; 
g) Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak 
berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra 
dan pasca putusan pengadilan) ; 
h) Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses 
rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen 
sosial atau Organisasi sosial kemasyarakat yang bergerak 
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dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga 
dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus 
diberi pemulihan mental dan perilaku; 
i) Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak 
pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan 
karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyakatan anak 
saat ini tidak memberi peluang yang demikian; 
j) Pandangan Penegak Hukum sistem Peradilan Pidana Anak 
masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan 
jahat pelaku anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan 
pidana semata – mata diharapkan agar anak jera . 
 
2. Hambatan Eksternal 
Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih 
banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu 29 : 
a) Ketiadaan payung hukum 
Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak 
memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan 
bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak 
yang mengintervensi jalanya proses mediasi. Banyak pihak yang belum 
memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang – Undang 
tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, 
penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. 
Selain itu Undang – Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak 
memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversi. Namun 
demikian sebenarnya jika melihat pada Undang – Undang Hak Asasi 
Manusia, Undang – Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden 
tentang Pengesahan Hak – Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah 
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dan menghendaki implementasi diversi. Patut disayangkan karena 
penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut. 
b) Inkonsistensi penerapan peraturan 
Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi 
semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di 
lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah 
yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang 
menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang 
terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak 
konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki 
kemiripan unsur-unsur perbuatan. 
c) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga 
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak 
terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan 
anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum 
yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan 
kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai 
keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasi kompromi pihak – pihak 
yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa 
memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti 
mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di 
pengadilan . 
d) Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana 
30 
 
Ide diversi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang 
cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku 
kejahatan, termasuk pada pelaku anak. 
 
D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur unsur Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut 
dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak 
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari 
itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering 
dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, 
perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 
Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu 
Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang 
menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah 30 : 
”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai  ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar  larangan tersebut” 
Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak 
pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana 
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senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 
suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 
yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan 
kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya 
ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan 
kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang 
melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat 
dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau 
pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan 
dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara 
kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai 
hubungan yang erat pula 31. 
Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan 
Hukum Pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di 
Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun 
hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat 
mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya 
menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud 
dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun 
peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa 
dari istilah asing straftbaar feit namun belum jelas apakah disamping 
mengalihkan bahasa dari istilah straftbaar feit dimaksudkan untuk 
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mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar 
kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian 
istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan 
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat 
juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan 
melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan 
Hakim agar dijatuhi pidana 32. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur formal meliputi 33  : 
- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
- Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh 
suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan 
pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
- Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
- Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari 
orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat 
sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya 
terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat 
diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang 
memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 
- Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak 
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 
Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan 
jiwanya. 
                                                          
32 Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta,Jakarta 
33 Ibid 
33 
 
Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan 
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu 
memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan 
hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-
unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua 
macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah 
unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi 34 : 
- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 
delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 
dan lain-lain. 
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur 
ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana : 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya 
itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan 
(Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan 
(Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut 
harus dilakukan di muka umum.  
                                                          
34 https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/ 
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Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-
delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 
tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 
luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun.  
Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 
sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 
Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 
(Pasal 123 KUHP). 
Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi 35 :  
- Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 
333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
- Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
- Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 
poging (Pasal 53 KUHP) 
- Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 
362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 
KUHP), dan lain-lain 
- Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal 
ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 
membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak 
sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 
 
 
                                                          
35 Leden Marpaung, 2009. Asas – Teori  - Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 
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E. Pengertian Tindak Pidana pencurian 
1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) 
Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang 
dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu 
dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana 
selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya 
Sembilan Ribu Rupiah”. 
 
Dari pengertian padal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini alah 
sebagai berikut : 
a) Tindakan yang dilakukan adalah “Mengambil” 
“R. Soesilo (1988 : 249) mengartikan sebagai berikut : mengambil 
untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan 
dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, 
memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang 
itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.” 
 
b) Sesuatu yang diambil adalah “Barang” 
Barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak 
yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika 
tidak ada nilai ekonomisnya sukar diterima akal bahwa seseorang akan 
membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya 
bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. 
c) Status barang itu “Sebagian atau Seluruhnya Menjadi Milik Orang 
Lain” 
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang 
lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, 
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dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu 
miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. 
d) Tujuan perbuatan itu dengan maksud memiliki barang itu dengan 
melawan hukum (melawan hukum) 
Maksudnya memliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap 
barang itu seperti halnya pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah 
bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata 
tergantung kepada kemauannya. 
 
2. Pencurian dengan Pemberatan 
Dinamakan juga pencurian dikualifikasikan dengan ancaman 
hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, 
sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : 
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun” : 
1) Pencurian ternak. 
2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan. Banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hura, pemberontakan atau 
bahaya perang. 
3) Pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang 
adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak. 
4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 
5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk di tempat kejahatan 
atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan 
jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakian anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. 
 
Jika pencurian yang diterankan dalam No. 3 disertai dengan salah satu 
hal tersebut dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-
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lamanya Sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian 
pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP. 
1. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan 
hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah 
biak”. Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar 
pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting 
atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.' 
 
 
2. Bila pencurian ini dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 
KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada 
keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan 
barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang 
yang mempergunakan kesempatan apada saat orang lain dalam 
keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. 
Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus 
ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar 
tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam 
pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena 
pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan 
kesempatan ini. 
3. Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan 
dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi :  
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“Malam berarti waktu antara matahari terbenam dengan 
matahari terbit”. Sedang yang dimaksud dengan rumah adalah 
tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : 
“Untuk tidur dan sebagainya”. Sebuah gedung yang tidak 
dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, 
sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termsuk 
dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, 
pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu 
misalnya pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan 
menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak 
harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa 
dimasukkan pengertian pakaian palsu. 
 
3. Pencurian Ringan 
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya 
saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang 
penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri 
tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada 
rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian 
ringan dijelaskan pada Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja tidak 
dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup 
yang ada rumahnya, dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus 
lima puluh ribu rupiah dipida karena pencurian ringan, dengan pidana 
penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya 
Sembilan ratus rupiah. Sesuai dengan perinciannya, maka pada 
pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding dengan jenis 
pencurian lain. 
39 
 
BAB III 
Metode Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Polsekta Tamalanrea Makassar, 
Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. 
Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi 
penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu suatu 
penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
 
B. Jenis dan sumber data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah, sebagai 
berikut : 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan 
dengan cara mengadakan wawancara dan pengumpulan data 
dari pihak Polsekta Tamalanrea Makassar, Kejaksaan Negeri 
Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
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a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan 
cara mengadakan observasi, wawancara secara langsung serta 
mengumpulkan data dari pihak yang dianggap dapat 
memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan 
penelitian ini. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur 
dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan 
skripsi ini. 
 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang 
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap 
objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Teori serta penerapan Restorative Justice sebagai konsep 
Mediasi dalam menangani Perkara Nomor : 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mksr 
 
Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas 
dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada 
pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan 
penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah 
merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, 
menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat 
melawan hukum, kesalahan dan pidana 
Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem 
peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan 
dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah 
menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan 
gangguan sosial. Banyak alternatif ini memberikan pihak yang terlibat, dan 
sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam 
menyelesaikan konflik dan mengatasi konsekuensinya. Program keadilan 
restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang terlibat konflik 
harus secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi 
konsekuensi negatif. Mereka juga didasarkan, dalam beberapa kasus, 
pada kemauan untuk kembali ke bangunan pengambilan keputusan dan 
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masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai 
sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan 
toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan 
mempromosikan praktek masyarakat yang bertanggung jawab 
Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istlah 
“reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan 
kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga 
melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi 
ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini 
korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga 
didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu 
dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat 
dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan 
melakukan pelayanan masyarakat. 
Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari 
gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice 
sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, 
korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan 
kenakalan remaja 
Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap 
kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran 
terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative 
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Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan 
pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan 
akuntabilitas pelaku. 
Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya 
sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal 
dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); 
namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan 
memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk 
bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila 
diperlukan. 
Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative Justice 
sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, 
keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara 
bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya 
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula 
Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan 
kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada 
orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan 
pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk 
berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Restorative justice, oleh 
karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena 
dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam 
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menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan 
pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi 
sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi 
kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat 
Munculnya konsep Restorative Justice bukan berarti meniadakan 
pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan 
kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa 
seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. 
Konsep  Restorative Justice merupakan suatu konsep yang mampu 
berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan 
biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan 
keadilan masyarakat. 
Konsep Restorative Justice memiliki metode implementasi dalam 
bentuk Penal Mediation dan Divertion, walaupun kedua metode tersebut 
memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang 
penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Penal 
Mediation lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada law 
enformcement terhadap Perkara-perkara Pidana biasa serta dalam 
Perkara Perdata. Sedangkan Divertion lebih sering muncul dalam 
pembahasan pada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
mengacu kepada United Nations Standard Minimum Rules for the 
Administration of Juvenile Justice atau dikenal dengan “The Beijing Rules” 
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Selain itu,sebagai perbandingan maka Penal Mediation ditingkat 
Internasional telah lama dikenal. Dalam beberapa konferensi misalnya 
Konggres PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan 
manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) disebutkan 
perlunya semua negara mempertimbangkan  “privatizing some law 
enforcement and justice functions” dan Alternative Dispute 
Resolution/ADR berupa mediasi,konsiliasi,restitusi dan kompensasi dalam 
Sistem Peradilan Pidana 
Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama 
ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga 
terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai 
melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan 
sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan 
eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian 
perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana 
menunjukkan, bahwa perbedaan antara Hukum Pidana dan Perdata tidak 
begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. 
Melalui proses Mediasi Penal maka diperoleh puncak keadilan 
tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam 
perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak 
korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi 
serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi 
dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan 
46 
 
kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka 
bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-
win). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi 
bersifat positif dimana secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan 
secara cepat, sederhana dan biaya ringan karena pihak yang terlibat 
relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan 
komponen Sistem Peradilan Pidana. 
Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal 
merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang 
membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam 
ranah hukum publik. Pada dimensi mediasi penal ini yang dicapai bukan 
keadilan formal (formal justice) melalui sub sistem Peradilan Pidana yang 
diatur dalam peraturan bersifat legal formal. 
Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan 
dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut 36:  
1. Penanganan konflik. Tugas mediator adalah membuat para pihak 
melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam 
proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan 
telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju 
oleh proses mediasi. 
2. Berorientasi pada proses. Mediasi penal lebih berorientasi pada 
kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak 
pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik 
terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya. 
                                                          
36 http://kemilaupasirputih.blogspot.co.id/2012/08/penyelesaian-perkara-di-luar-
pengadilan.html diakses tgl 9 Mei 2016 
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3. Proses informal. Mediasi penal merupakan suatu proses yang 
informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum 
yang ketat. 
4. Ada patisipasi aktif dan otonom pada pihak. Para pihak (pelaku dan 
korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, 
tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab 
pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat 
atas kehendaknya sendiri. 
    Kemudian terhadap mediasi penal ini dalam “Explanatory 
memorandum” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang 
“Mediation in Penal Matters”, dikemukakan model mediasi penal sebagai 
berikut 37:  
1) Model “informal mediation” 
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice 
personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan 
penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan 
apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh 
pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat 
polisi atau Hakim. 
2) Model “Traditional village or tribal moots” 
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan 
konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara 
yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, 
model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi 
kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern 
sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan 
suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur 
masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum. 
3) Model “Victim-offender mediation” 
Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan 
model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan 
bebagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. 
Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat 
formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan 
                                                          
37 Ibid 
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pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksaan polisi, tahap 
penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada 
yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk 
tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutilan, perampokan dan tindak 
kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku 
pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk 
recidivist. 
4) Model “Reparation negotiation programmes” 
Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau 
perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, 
biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan 
dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan 
perencanaan perbaikan materiel. Dalam  model ini, pelaku tidak pidana 
dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk 
membayar ganti rugi/kompensasi. 
5) Model “Community panels of Courts” 
Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari 
penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel 
dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. 
6) Model “Family and community group conferences”    
Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). 
Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga 
keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti 
polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan 
keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif 
dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku 
keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya. 
Dari penjelasan singkat mengenai Mediasi Penal maka Penulis 
menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan melalui 
mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Teori dan 
Praktik eksistensinya antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu 
sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-undang tidak 
dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di 
bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak 
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hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata 
praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan 
penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui 
mekanisme lembaga adat. 
Disisi lain Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai 
mengarah kepada pengadopsian konsep restorative justice tersebut. 
Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara parsial dan 
memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak. 
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan 
Anak, yang menegaskan sebagai berikut: 
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.” 
 
Dan sebagai wujud dari penerapan Restoratif Justice tersebut, maka UU 
Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana 
berdasarkan Studi Kasus Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks yang 
diteliti oleh Penulis, para pihak Penegak Hukum wajib menerapkan 
konsep Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum. 
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Pengenalan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di dalam 
sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, 
yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa 
praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak 
hukum, diantaranya 38 : 
1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, 
menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara 
tertutup. 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, 
tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. 
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang 
Penuntutan terhadap Anak 
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 
tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan 
disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat 
kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat 
(sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi 
(untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan 
Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama 
melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut 
ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 
Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan 
berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard). 
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 
Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak 
6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian 
Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah 
Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada 
Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan 
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham 
7. Memorandum of Understanding No. 20/PRS-2/KEP/2005 
DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang 
pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum 
                                                          
38 https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-
sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/ diakses tgl 9 Mei 2016 
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8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 
tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & 
ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan 
9. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak 
dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 
2007 
10. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan 
RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&/Korban Tindak Pidana 
11. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan 
TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan 
Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan 
Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik 
Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi 
12. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 
12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen 
Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen 
Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : 
B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak 
Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009 
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum Dan HAM 
RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 
A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 
2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 
tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum. 
14. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 
Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif 
Dispute Resolution (ADR) 
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 
Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Anak 
17. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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B. Pertimbangan Penegak Hukum Dalam Mengambil Langkah 
Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang 
Dilakukan Oleh Anak 
 
1. Identitas Anak 
Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan proses 
Diversi di tingkat Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara 
anak : 
  Nama  Lengkap  : Andi Muhammad Aslam 
  Tempat Lahir   : Pangkep 
  Umur / Tgl Lahir  : 16 Thn / 9 Oktober 1999  
  Jeni Kelamin   : Laki Laki 
  Kewarganegaraan  : Indonesia 
  Alamat   : Jln Matahari Blok E2  Pankep 
  Agama    : Islam 
  Pekerjaan   : - 
  Pendidikan   : SMP (tamat) 
 
2. Posisi Kasus 
Pada mulanya pada tanggal 28 September 2015 tepatnya 
pukul 19.30 WITA Anak bertemu dengan Lk. Alfi di depan Rumah 
Jabatan Bupati Pangkep. Pada pertemuan itu mereka sepakat 
untuk pergi jalan-jalan ke Mall Panakkukang. Dengan 
menggunakan sepeda motor suzuki spin, Anak bersama Lk. Alfi 
berboncengan menuju Mall Panakkukang dimana Lk. Alfi yang 
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membawa motor suzuki spin tersebut. Namun ketika telah sampai 
di Makassar, Anak bersama dengan Lk. Alfi tidak pergi ke Mall 
Panakkukang melainkan hanya berkeliling kota Makassar.  
Kemudian sekitar pukul 00.30 wita Anak bersama dengan 
Lk. alfi bermaksud untuk pulang ke pangkep tetapi ketika melintas 
di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di warkop 51 Lk. alfi 
memberhentikan sepeda motor. Setibanya di warkop 51, Lk. Alfi 
turun dari motor dan menuju ke parkiran warkop 51. Kemudian Lk. 
Alfi berpura pura menelpon sambil mendekati  salah satu sepeda 
motor yang sementara terparkir di samping warkop 51 sedangkan 
Anak tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Lk. alfi mengecek 
sepeda motor tersebut dan memegang stirnya sambil menggoyang-
goyangngkannya. Selanjutnya . ketika Lk. Alfi memastikan bahwa 
motor tersebut tidak di kunci stir nya, kemudian Lk. alfi mendekati 
Anak dan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut. 
Kemudian Anak mendekati sepeda motor tersebut, 
mendorong motor tersebut keluar dari area parkir. Dan ketika Anak 
sudah berada di jalan raya Anak mengendarai sepeda motor 
tersebut dengan bantuan Lk. Alfi mendorong dari belakang dengan 
menggunakan kaki menuju arah Kab. Pangkep. Ketika telah sampai 
di Maros, Anak bersama Lk. Alfi singgah di sebuah bengkel motor 
yang masih buka pada malam hari. Anak beserta Lk. Alfi 
bermaksud untuk membongkar motor  yang telah dicuri tersebut 
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agar bisa di nyalakan, namun gelagat anak dan Lk. Alfi di curigai 
oleh montir bengkel tersebut.  
Kemudian montir tersebut melaporkan kejadian itu ke kantor 
polisi. Ternyata benar, motor yang yang ingin di bongkar oleh Anak 
beserta Lk. Alfi adalah hasil curian yang mereka lakukan di parkiran 
warkop 51.  Kemudian pada tanggal 29 September 2015, Anak 
beserta rekannya Lk. Alfi ditahan di Polsekta Tamalanrea 
Makassar. 
 
3. Dakwaan Jaksa Penuntun Umum 
Bahwa Anak Andi Muhammad Aslam bersama dengan Lk. 
Muhammad Alfi pada hari selasa tanggal 29 sepetember sekitar 
pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan 
september tahun 2015, bertempat di jalan perintis kemerdekaan di 
area parkir Warkop 51 Makassar atau setidak tidaknya di salah satu 
tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud 
untuk  dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan 
dengan cara cara sebagai berikut : 
- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 28 
september 2015 sekitar pukul 19.30 wita ketika Anak 
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bertemu Lk. alfi didepan rumah jabatan Bupati 
Pangkep, mereka bersepakat untuk jalan-jalan ke mall 
panakkukang Makassar. Dan dengan menggunakan 
sepeda motor Suzuki Spin anak bersama dengan Lk 
Alfi dengan berboncengan menuju mall panakkukang 
Makassar. Dimana Lk. alfi yang memboncengi Anak. 
- Bahwa setibanya di Makassar Anak bersama dengan 
Lk. Alfi tidak pergi ke mall panakkukang melainkan 
hanya berkeliling kota Makassar dan sekitar pukul 
00.30 wita Anak bersama dengan Lk. Alfi bermaksud 
untuk pulang ke pangkep tetapi ketika melintas di 
jalan perintis kemerdekaan tepatnya di warkop 51 Lk. 
alfi memberhentikan sepeda motor. 
- Bahwa selanjutnya Lk. Alfi turun dari motor berpura 
pura menelpon sambil mendekati salah satu sepeda 
motor yang sementara terparkir di samping warkop 51 
sedangkan anak tetap berada diatas sepeda motor 
tersebut. Lk. Alfi mengecek sepeda motor tersebut 
dan memegang stirnya sambil menggoyang-
goyangngkannya. Selanjutnya  Lk. alfi mendekati 
Anak dan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda 
motor tersebut. 
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- Bahwa selanjutnya Anak mendekati sepeda motor 
tersebut, mendorong motor tersebut keluar dari area 
parkir. Dan ketika Anak sudah berada di jalan raya 
Anak mengendarai sepeda motor tersebut dengan 
bantuan Lk. Alfi mendorong dari belakang dengan 
menggunakan kaki menuju arah Kab. Pangkep. 
- Bahwa benar Anak bersama Lk. Alfi berhasil 
membawa kabir 1 unit sepeda motor merk Yamaha 
Mio GT milik Pr. Fatmawati Mile. Dan akibat 
perbuatan anak, Pr. Fatmawati Mile mengalami 
kerugian sebesar Rp. 14.442.500,- (empat belas juta 
empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus). 
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP 
 
4. Pertimbangan Penyidik Kepolisian dalam menerapkan 
Diversi pada  Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks) 
 
Penyidik kepolisian dalam menangani kasus (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) tidak menerapkan Diversi pada 
kasus curanmor yang dilakukan oleh Anak. hal itu dikarenakan 
yang pertama adalah  pihak korban tidak ingin mencabut 
laporannya. Dan yang kedua adalah Kepolisian Tamalanrea lebih 
mengedepankan nilai-nilai sosial bermasyarakat dalam lingkup 
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wilayah Polsek Tamalanrea. Pada kasus Curanmor khususnya di 
wilayah Polsek Tamalanrea, masyarakat menuntut untuk 
menyelesaikan kasus curanmor secara konvensional, yang dimana 
dengan di tangkapnya pelaku curanmor dapat menjadi efek jera 
terhadap si pelaku. Sehingga Pada kasus Perkara (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) Penyidik Kepolisisan tidak 
menerapkan Diversi tehadap pelaku. Pelaku diancam pidana 
penjara paling lama 7 Tahun sebagaimana diatur dalam pasal 363 
ayat (1) ke-4 KUHP. 
 
5. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Diversi pada  
Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 
 
Pertimbangan Hakim dalam menangani kasus (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar mengambil langkah Diversi pada kasus curanmor yang 
dilakukan pelaku dikarenakan pelaku curanmor adalah Anak yang 
belum berusia 18 tahun. Ketentuan umur Anak diatur dalam 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Hakim mengedepankan langkah Diversi dikarenakan 
untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim 
memandang perlu menyelesaikan perkara curanmor diluar proses 
pengadilan agar Anak tetap bisa melanjutkan pendidikan 
sekolahnya yang sempat tertingal. Disisi lain, Hakim menerapkan 
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salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang 
merupakan interprestasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah bahwa 
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Hakim berhasil menempuh langkah Diversi dan mencapai 
perdamaian antara korban dan Anak. Dari langkah Diversi yang 
dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terdapat 
kesepakatan antara lain ganti rugi yang dilakukan pihak anak 
terhadap pihak korban, serta pengawasan yang lebih baik dari 
Orang tua terhadap Anak. 
 
6. Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 
 
Pada hari selasa, tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di 
ruang Diversi Pengadilan Negeri Makassar di hadapan fasilitator 
Diversi Suparman Nyompa, dan pihak-pihak terkait dalam proses 
Diversi Perkara Anak Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. 
telah dicapai kesepakatan Diversi antara Anak atas nama Andi 
Muhammad Aslam dengan korban yang bernama Fatmawati Mile 
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
1. Bahwa Anak tersebut dikembailkan ke Orang tuanya 
untuk dipelihara dan dibina sebagai mana layaknya 
Orang tua dan Anak ; 
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2. Bahwa Orang tua Anak tersebut sanggup dan siap 
memelihara dan membina Anaknya apapun resiko nya ; 
3. Bahwa Anak tersebut mengakui dan menyesali 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya ; 
4. Bahwa pihak korban setuju dan sepakat kalau Anak 
tersebut dikembaliikan kepada Orang tuanya untuk diberi 
pembinaan ; 
5. Bahwa kedua bela pihak, baik Anak maupun pihak 
korban telah membuat perjanjian damai tertanggal 16 
oktober 2015, yang pada pokoknya pihak terdakwa 
bersedia membayar kerugian yang dialami pihak korban, 
sedangkan pihak korban tidak akan melakukan tuntutan 
lagi terhadap anak tersebut ; 
Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka 
proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan. 
Adapun pasal terakhir  dari kesepakatan Diversi merupakan Bagian 
terpenting dalam kesepakatan tersebut. Yang dimana kembali 
menjelaskan bahwa apabila pihak terdakwa bersedia membayar 
kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak korban dan pihak korban 
tidak akan lagi melakukan tuntutan hukum kepada anak tersebut ; 
Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur 
paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun. 
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Kesepakatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak 
dan Fasilitator Diversi. 
7. Analisis Penulis 
Melihat posisi kasus diatas berdasarkan Perkara (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Pertimbangan Penyidik 
Kepolisian, dan  Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengambil 
langkah Diversi menurut Penulis telah sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 7 (2). 
Sedangkan  pertimbangan Hakim untuk mengabil langkah Diversi 
berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak menurut 
penulis juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-
undangan yang mengatur tentang Anak. 
Berdasarkan posisi kasus, anak yang melakukan Tindak 
Pidana Pencurian telah melanggar Undang-undang yang diatur 
dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang 
pencurian. Anak di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 
Pasal 363 ayat (1) nomor 4 Pencurian dengan Pemberatan. 
Dilihat dari Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) nomor 4, yang berbunyi : 
Pasal 363 ayat (1) nomor 4 : 
Diancam dengan Pidana Penjara paling lama tujuh tahun :  
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 4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih 
Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat 
diterapkan Diversi terhadap anak tersebut. Dikarenakan ancaman 
hukuman yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
paling lama tujuh tahun penjara. Sedangkan syarat Diversi 
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana 
Anak Pasal 7 ayat 2 : 
2. Diversi wajib di upayakan dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan : 
 a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan 
 b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana 
Namun dalam posisi kasus tersebut, Hakim punya 
pertimbangan yang berbeda dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa 
Penuntun Umum. Hakim tetap mengedepankan Undang-undang 
nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khusus nya 
mengenai Hak-hak Anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum 
dalam posisi kasus diatas adalah Anak yang masih berumur 16 
Tahun dan baru pertama kali melakukan Tindak Pidana. Sehingga 
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patut juga untuk mengambil langkah Diversi. disisi lain berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan hakim, : 
menurut Hakim Suparman Nyompa, (wawancara 25 Maret 2016) :  
“mengambil langkah Diversi adalah langkah yang  tepat 
pada kasus anak yang sedang diteliti oleh penulis dikarenakan 
anak adalah generasi penerus bangsa.  Dan proses penyelesian 
perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada 
kasus yang diteliti oleh penulis  paling tepat adalah dengan 
menyelesaikannya diluar proses pengadilan atau Diversi.” 
Langkah Diversi yang diambil oleh Hakim Suparman 
Nyompa SH. MH juga telah sesuai dengan tujuan Diversi yang 
diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Tujuan Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
yang berbunyi: 
Diversi bertujuan : 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
Diantara pertimbangan para penegak hukum untuk tidak 
mengambil langkah Diversi ataupun mengambil langkah Diversi 
pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) menurut 
Penulis Pertimbangan Hakim lah yang paling tepat. karena 
berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 59 tentang 
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perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang berbunyi : 
1) Pemerintah, Pemertintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
Perlindungan Khusus kepada Anak. 
2) Perlidungan Khusus kepada Anak sebagai mana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan kepada : 
a. Anak dalam situasi darurat 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolisasi 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya 
f. Anak yang menjadi korban pornografi 
g. Anak dengan HIV/AIDS 
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan 
i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 
j. Anak korban jaringan terorisme 
k. Anak korban kejahatan seksual 
l. Anak penyandang disabilitas 
m. Anak korban perlakuan salah dan  penelantaran 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi Orang Tuanya 
 
C. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Diversi Pada Perkara 
(Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) 
 
Dalam rangka menegakkan Hukum dan keadilan, Indonesia 
sebagai negara hukum memiliki kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan Peradilan yakni kekuasaan Kehakiman. Salah 
satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang 
merupakan interprestasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman adalah bahwa 
Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan 
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untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka 
atau terdakwa yang menjalani proses Peradilan. Asas Peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan ini bisa diterapkan dalam 
perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks agar Efisiensi dan 
Efektivitas Pelaksanaan Diversi dapat berjalan dengan baik.  
Setelah melakukan penelitian di tiga tempat dan dalam waktu 
kurang lebih satu bulan, Penulis mendapatkan beberapa 
keterangan yang berbeda dari tiga tempat dalam hal efisiensi dan 
efektivitas pelaksaan Diversi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan 
Penulis untuk mengetahui Efisiensi dan Efektivitas pelaksaan 
Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks di 
tiga tempat, yaitu Polsekta Tamalanrea, Kejaksaan Negeri 
Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar, penulis mendapatkan 
keterangan yang berbeda-beda dari para pihak penegak hukum.  
1. Pertama dari pihak Penyidik Kepolisian. Penyidik Kepolisian 
memandang kalau Tidak selamanya Diversi  adalah hal yang 
efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara Anak yang 
berkonflik dengan Hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan 
dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga 
harus memandang nilai-nilai sosial di masyarakat.  Terkhusus di 
wilayah Polsekta Tamalanrea, masyarakat memberikan 
kepercayaan kepada Pihak Kepolisian untuk menuntaskan 
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kasus curanmor yang marak terjadi di lingkungan mereka 
dengan tidak memandang siapapun pelakunya. Menurut sumber 
yang di wawancara oleh penulis, Aiptu Jamaluddin (wawancara 
19 Maret 2016) menyatakan bahwa : 
“tidak jarang kami melakukan Diversi terhadap pelaku tindak 
pidana, dalam kasus pencurian biasa dan penganiayaan yang 
dilakukan anak, kami mengedepankan langkah Diversi. Namun 
untuk kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
anak yang dimana telah melanggar KUHP Pasal 363 ayat (2) 
nomor 4 yang ancamannya mencapai 7 tahun, menerapkan 
Diversi bukanlah hal yang efisien dan efektif . disisi lain pihak 
pelapor juga tidak mencabut laporannya. dan yang terpenting 
adalah kami harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat 
untuk menuntaskan kasus curanmor sebagai efek jera terhadap 
pelaku. Dan tentu saja  untuk menjalin kerja sama yang baik 
dengan masyarakat, kami harus tetap menjaga nilai-nilai 
kemsyarakatan serta kepercayaan masyarakat terhadap 
Kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Tamalanrea .” 
 
2. Selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis 
terhadap Jaksa yang menangani Perkara Nomor : 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks. Penulis mendapatkan keterangan yang 
hampir sama dengan keterangan yang diberikan oleh pihak 
Penyidik Kepolisian. 
Menurut Ajun Jaksa Reskiyanti Arifin, (wawancara 15 Maret 
2016) :  
“Dalam perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. 
mengambil langkah Diversi adalah hal yang tepat karena 
pelakunya adalah Anak. namun dalam perkara anak yang 
berkonflik dengan Hukum, sangat jarang pihak Kejaksaan 
mengambil langkah Diversi. Untuk penyelesaian perkara 
dengan cara Diversi, biasa nya Kejaksaan langsung 
melimpahkan perkara Anak ke Pengadilan, guna di selesaikan 
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secara Diversi oleh Hakim Anak. Efisiensi dan Efektivitas 
pelaksaan Diversi bisa diterapkan oleh Hakim dengan 
menggunakan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya 
ringan, karena Hakim memiliki kekuasaan untuk menerapkan 
asas tersebut.” 
 
3. Kemudian yang terakhir dari pihak Pengadilan Negeri Makassar. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Suparman 
Nyompa, SH.MH, penulis mendapatkan informasi yang berbeda 
dengan Pihak Kepolisisan dan Kejaksaan.  
Menurut Hakim Suparman Nyompa (wawancara 25 Maret 2016) 
“Pada perkara anak khusus nya pada Perkara (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) sangat efisien dan efektif 
untuk melaksanakan proses Diversi. Mengambil langkah Diversi 
oleh hakim adalah merupakan interprestasi Pasal 2 ayat (4) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat dan biaya ringan.  Disisi lain penerapan 
Diversi juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab terhadap 
Anak. dan yang terpenting adalah Anak dapat memenuhi Hak-
haknya yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak.” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya 
dan hasil penelitian yang telah diperoleh Penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan antara lain: 
1. Bahwa pertimbangan Penegak Hukum untuk mengambil 
langkah Diversi pada perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Mks) telah sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan Pasal 
18  tentang Perlindungan Anak. Hakim mengambil langkah 
diversi untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang 
sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Keputusan hakim Pada Perkara 
(Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) juga telah sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
2. Pada perkara Anak khusus nya pada Perkara (Nomor : 
235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) sangat Efisien dan Efektif 
untuk melaksanakan proses Diversi. Agar Anak dapat 
menyelesaikan perkara diluar Pengadilan. Efisiensi dan 
Efektivitas pelaksanaan Diversi merupakan perwujudan dari 
Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
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Anak yang dimana Pemerintah dan lembaga negara lainnya 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan 
beberapa saran, antara lain : 
1. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-Undang 
Perlindungan Anak baik di lingkungan birokrasi 
pemerintahan itu sendiri, Aparat Hukum maupun masyarakat 
luas pada umumnya dan yang terpenting di Lembaga-
lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Agama yang ada di 
dalam masyarakat serta Institusi-institusi Pendidikan yang 
ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama yang 
utuh terkait dengan kekerasan Anak dan Undang-Undang 
Perlindungan Anak.  
2. Dibutuhkan payung Hukum yang dapat melindungi Hak-hak 
Anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai hal 
tersebut Negara telah membuat beberapa kebijakan, 
diantaranya : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
3. Dukungan serta kerja sama antar lembaga dalam 
menangani kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum 
harus lebih profesional. Dalam artian tiap-tiap lembaga 
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maupun para Penegak Hukum harus menunjung tinggi nilai-
nilai yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 dinyatakan secara tegas 
bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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